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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari studi kasus yang telah 

dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penghentian 

penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada perkara pidana kelalaian lalu 

lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain mempertimbangkan 

pemenuhan syarat yang yang diatur dalam PERJA Penghentian Penuntutan 

Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan 

tindak pidana, telah tercapai kesepakatan perdamaian dengan atau tanpa 

kewajiban tertentu, dan respon positif masyarakat yang terlibat dalam proses 

perdamaian. Pemenuhan syarat ini dijelaskan pada gelar perkara oleh Kepala 

Kejaksaan Negeri kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang 

langsung memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan menyetujui atau 

tidak menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam 

gelar perkara apabila terjadi kekeliruan pada pertimbangan Jaksa Agung Muda 

Tindak Pidana Umum dalam mengambil keputusan penghentian penuntutan 

berdasarkan keadilan restoratif, tidak ada kesempatan bagi Kepala Kejaksaan 

Negeri untuk mengkoreksi kekeliruan pertimbangan Jaksa Agung Muda Tindak 

Pidana Umum. 

 

 

 

 

 



78 
 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran, yaitu untuk 

mengantisipasi terjadinya kekeliruan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Umum dalam pertimbangannya untuk memutuskan menyetujui atau tidak 

menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Diharapkan 

dalam gelar perkara, Kepala Kejaksaan Negeri memberikan penjelasan yang 

lengkap dan cermat bahwa suatu perkara telah memenuhi syarat untuk dilakukan 

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian dalam 

pelaksanaan gelar perkara, setelah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 

memberikan pertimbangannya mengenai perkara yang diajukan untuk dilakukan 

penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebaiknya diberikan 

kesempatan bagi Kepala Kejaksaan Negeri menanggapi pertimbangan Jaksa 

Agung Muda Tindak Pidana Umum sebelum akhirnya diambil keputusan untuk 

menyetujui atau tidak menyetujui penghentian penuntutan suatu perkara 

berdasarkan keadilan restoratif. 
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